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Abstract

Dualism of absolute competence ‘Access to justice ' Islamic banking consumers resulting in ‘spiritual
right' customers unprotected. This study aims to build a model of access to justice based on Islamic
banking customer protection after the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012. This study
uses the doctrinal and non- doctrinal approach. The results of this study indicate there is non-compliance
with the banking industry to the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, which establishes
the authority of Islamic banking dispute resolution in the Religious Courts. It also shows yet protection of
'spiritual right’ clients in dispute resolution.

Keywords : Access To Justice, Consumers, Islamic Banking, And The Constitutional Court Decision No.
93/puu-x/2012.

Abstrak

Dualisme kompetensi absolut ‘Access to justice' nasabah perbankan syariah mengakibatkan ‘hak
spiritual' nasabah tidak terlindungi. ‘Penelitian ini bertujuan membangun model access to justice
berbasis perlindungan nasabah perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan non doktrinal. Hasil penelitian
ini menunjukkan terdapat ketidakpatuhan industri perbankan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012, yang menetapkan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan Syariah
pada Peradilan Agama. Hal ini juga menunjukkan belum terlindunginya ‘hak spiritual’ nasabah dalam
penyelesaian sengketa.

Kata kunci : Access To Justice, Nasabah, Perbankan Syariah, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/puu-x/2012.

A.Pendahuluan
1. Latar Belakang

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah
pengaduan mencapai 679.035 (2010), menjadi
853.892 (2011), serta 884.454 (2012)." Peningkatan

Model access to justice dalam penyelesaian
sengketa perbankan syariah di Indonesia telah
mengalami perkembangan dan perubahan dari

pengaduan tersebut, mengindikasikan semakin
tingginya kesadaran nasabah untuk mendapatkan
access to justice secara patut dan layak.” Perbankan
syariah mempunyai problematika lebih kompleks
dibandingkan perbankan konvensional. Hal tersebut
disebabkan, perbankan syariah selain harus
memperhatikan perundangan-undangan tentang
perbankan pada umumnya, juga harus
mendasarkan pada prinsip syariah.

waktu ke waktu. Hal tersebut sebagaimana
diilustrasikan dalam Skema dibawah ini.

| Peradilan Umum | | Peradilan Agama dan Umum |

' |PeradilanAgama | tl Peradilan Agama |

1993 2004 2006 2008 2012

1992 Fatwa Fatwa uu uu Putusan
DSN MUl DSN MUI 3/2006 21/2008 MK

< O

Skema 1. Perubahan Pelaksanaan Access fo justice pada Perbankan Syariah

"http://m.bisnis.com/finansial/read/20131030/90/183729/bi-pengaduan-nasabah-melonjak-dalam-3-tahun-terakhir.
*Samsul Inosentius, Pengembangan model penyelesaian sengketa perbankan dalam perspektif perlindungan kepentingan konsumen, Buletin Hukum Perbankan

dan Kebanksentralan, Bank Indonesia, Vol. 7, Nomor 1, Januari 2009, him 15.
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Abstract

Establishing model of protection of the law industral designs that meet the value of the social justice
shiml be conducted, becoese industrial designs law are now transplantation Trip's Agreement and
international conventions tempered capitalist uncongenial with result Indonesial nation. The impacted
the registration of ime to time less deliver results satisfactory and heppened degradation creativity.
District government not response and give such a plolicy of the granting of funds, stimulant registration
with the ‘jemputbola”.

Internalisation value of the Pancasila shiml be made as spirit and soul Indonesian nation to
arrangements for the protection industrial designs vertion Indonesia as hyper development ceativity.

Keywords : Industrial Designs, Social Justice
Abstrak

Membangun model Perlindungan Hukum Desain Industri yang memenuhi nilai-nilai keadilan sosial
harus dilakukan, berhubung hukum desain industri kini hasil transplantasi TRIP's Agreement dan
Konvensi Internasional yang berwatak kapitalis tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Him
tersebut berdampak pendaftar dari waktu kewaktu kurang memberikan hasil yang memuaskan dan
terjadi Degradasi Kreatifitas. Pemerintah kabupaten tidak tanggap dan memberikan kebijakan seperti
pemberian dana stimulan, pendaftaran dengan jemput bola. Internalisasi nilai-nilai pancasila harus
dilakukan sebagai “roh atau jiwa” bangsa Indonesia ke dalam pengaturan Perlindungan Hukum Desain

Industri versi Indonesia, sebagai pemacu pengembangan kreativitas Pendesain.

Kata Kunci : Desain Industri, Keadilan Sosial, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan
1. LatarBelakang

Tekad pemerintah untuk memberikan
perlindungan hukum yang lebih komprehensif
diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk
meningkatkan daya kreativitas para Pendesain dan
sebagai wahana untuk melahirkan para Pendesain
yang produktif.' Kebijakan ikut sertanya Indonesia
sebagai anggota World Trade Organization (WTO)
salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam
mendukung sistem perekonomian bebas/terbuka
yang secara tidak langsung memacu perusahaan-
perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saing.
Ratifikasi terhadap Agreement Establishing the
World Trade Organization (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
mencakup Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIP's)
melalui pengesahan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1994. Ratifikasi Paris Convention for the
Protection of Industrial Property (Konvensi Paris)
dengan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997
serta keikut sertaan Indonesia dalam the Haque
Agreement (London Act) concerning the
International Deposit of Industrial Designs. Prinsip
pengaturannya pengakuan kepemilikan atas karya
intelektual yang memberikan kesan estetis dan
dapat diproduksi secara berulang-ulang dan dapat

"Tomi Suryo Utomo), 2009, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Sebuah Kajian kontemporer) him. 225
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Abstract

Dualism of absolute competence ‘Access to justice ' Islamic banking consumers resulting in ‘'spirifual
right' customers unprotected. This study aims to build a model of access to justice based on Islamic
banking customer protection after the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012. This study
uses the doctrinal and non- doctrinal approach. The results of this study indicate there is non-compliance
with the banking indusiry to the Corstitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, which establishes
the authority of Islamic banking dispute resolution in the Religious Courts. Italso shows yet protection of
'spiritual right' clients in dispute resolution.
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93/puu-x/2012.

Abstrak

Dualisme kompetensi absolut "Access fo justice' nasabah perbankan syariah mengakibatkan 'hak
spiritual' nasabah lidak terlindungi. ‘Penelitian ini bertujuan membangun model access fo justice
berbasis perlindungan nasabah perbankan syariah pasca Pufusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan non doktrinal. Hasil penelitian
ini menunjukkan terdapat ketidakpatuhan industri perbankan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012, yang menetapkan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah
pada Peradilan Agama. Hal ini juga menunjukkan belum terindunginya ‘hak spiritual’ nasabah dalam
penyelesaian sengketa.

Kata kunci : Access 1o Justice, Nasabah, Perbankan Syariah, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/puu-x/2012.

A.Pendahuluan
1. LatarBelakang

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah
pengaduan mencapai 679.035 (2010), menjadi
853.892 (2011), serta 884.454 (2012)." Peningkatan
pengaduan tersebul, mengindikasikan semakin
tingginya kesadaran nasabah untuk mendapatkan
access to ustice secara patut dan layak’ Perbankan
syariah mempunyai problematika lebih kompleks
dibandingkan perbankan konvensional. Hal tersebut
disebabkan, perbankan syariah selain harus
memperhatikan perundangan-undangan tentang
perbankan pada umumnya, juga harus
mendasarkan pada prinsip syariah.

Model access (o justice dalam penyelesaian
sengketa perbankan syariah di Indonesia telah
mengalami perkembangan dan perubahan dari
waktu ke waktu. Hal tersebut sebagaimana
diilustrasikan dalam Skema di bawahini.

| Paradilan Umum | |voudilmﬂrumldanumm |

:I |Pe¢a&lsnhgama | tl Peradilin Agamd |

1593 2004 2006 wos 2012
1992  fawa  Fatwa uy uy Putusan
DSKMLE  OSN AL 32006 212000 m
- ¥

Skema 1. Perubahan Pelaksanaan Access to ustice paca Perbankan Syariah

:http:.fim.bisnis.comfﬂnarsialfreadIEO131030:‘90!'.8STEE*bi‘pengadum—nasabah‘memjak—dalam—si_ahun-lerakhir.
“Samsul Inosentius, Pengembangan model penyelesaian sengkela perbankan dalam perspektit perlindungan kepentingan konsumen, Buletin Hukum Perbankan

dan Ketanksentralan, Bank Indonesia, Vol 7, Nomor 1, Januari 2009, him 15,




Penambahan kompetensi Peradian Agama
tahun 2006 terhadap sengketa lembaga ekonomi
syariah mempunyai implikasi yuridis yang luas.” Hal
ini mengingat Peradilan Agama sebelumnya
diketahui hanya menyelesaikan sengketa berkaitan
dengan hukum Islam dalam bidang keluarga.
Namun kemudian terjadi dualisme kompetensi
antara peradilan agama dan peradilan umum (PU)
melalui UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah (UUPS). Hal demikian merupakan bentuk
ketidakpastian hukum bagi nasabah perbankan
syariah. Kenyataan ini menjadi landasan utama
dilakukannya review UUPS kepada Mahkamah
Konstitusi, khususnya pada Pasal 55 Ayat 2 dan 3
dalam bidang penyelesaian sengketa perbankan
syariah. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 2013
keluar Putusan  Nomor 93/PUU-X2012 yang
memberikan kompetensi penyelesaian sengketa
perbankan syariah kepada Peradilan Agama.
Muatan putusan tersebut pada dasarnya
merupakan beniuk pengembalian kompetensi PA
yang pernah dikurangi dan dipindahkan ke PU oleh
pemerintahan kolonial Hindia Belanda.*

Pada masa dualisme kompetensi, terdapat
praktek’ penyelesaian sengketa perbankan syariah
ditangani oleh hakim yang kurang memahami
prinsip dan filosofi perbankan syariah. Bahkan, pada
beberapa kasus, terdapat hakim beragama bukan
Islam dengan pemahaman perbankan sangat
minim. Oleh karenya, wajar jika hal demikian tidak
mendukung terpenuhinya hak nasabah, khususnya
hak spiritual,” sesuai nilai-nilai filosofis yang
ditawarkan perbankan syariah. 'Hak spiritual
merupakan istilah baru yang diperkenalkan, sebagai
bagian dari hak konsumen. Pada kelanjutannya hal
tersebut menghasilkan putusan yang tidak berpihak
pada 'hak spiritual’ nasabah. Hal yang sama pernah
terjadi di Malaysia,’ sebelum tahun 2009.

Di sisl lain, perubahan kembalinya kompetensi
access fojustice dalam sengketa perbankan syariah
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi kepada PA,
juga berdampak yuridis secara luas. Salah satu
contch dampak tersebut terhadap kepercayaan

nasabah kepada industri perbankan syariah itu
sendiri. Hal ini sangat penting diperhatikan karena
dibutuhkan bagi perkembangan perbankan syariah
agar dapat mengoptimalkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, sebagaimana maksud
yang dinyatakan dalam konsiderans UUPS.
Berdasar pada permasalahan tersebut, maka kajian
mengenai model access fo justice berbasis
perindungan nasabah bagi industri perbankan
syariah, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait dengan masalah penyelesaian
sengketa perbankan syariah di Indonesia sangat
penting dilakukan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan gabungan antara
penelitian doktrinal dan non dokirinal atau socio-
legal research. Pendekatan yang digunakan antara
lain : historis; pendekatan filosofis; komparatif; serta
pendekatan analitis dan kritis. Penggunaan metode
tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang
ingin membangun model access tojustice yanglebih
baik dan tepat. Oleh karenanya, selain melakukan
kajian-kajian normatif, juga harus dilakukan
pendalaman yang bersifat empris. Guna memenuhi
tujuan tersebut, selain metode kepustakaan,
diperlukan penggalian data dengan wawancara
secara mendalam (indepth interview) terhadap
berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan
kajian ini.” Studi pustaka dilakukan terhadap
berbagai hasil putusan lembaga penyelesai
sengketa; perundang-undangan dan kebijakan
terkait dengan access to justice, perbankan syariah
dan perlindungan konsumen di Indenesia, serta
mahkamah konstitusi. Adapun analisis dilakukan
secara kualitatif maupun kuantitatif.” Namun
penelitian ini lebih menekankan dan analisis
kualitatif, untuk menemukan hubungan-hubungan
atau karakteristik antara lembaga-lembaga
penyelesaian sengketa perbankan syariah, dengan
prinsip-prinsip perlindungan konsumen di
Indonesia.

*FaturahmanDjamd, 2012

di Bank Syarah Jakarta, Sinar Geafika him. 164,
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3.Kerangka Teori

Permasalahan yang terdapat dalam aspek
penyelesaian sengketa perbankan syariah muncul,
karena perbankan syariah mempunyai karakter
khusus yang berbeda dengan perbankan
konvensional. Kekhususan ini diakui dan dimuat
dalam konsideran UUPS. Berkaitan dengan
kekhususan tersebut, maka kerangka teori yang
diperlukan guna membahas tema ini secara singkat
diurakan dengan urutan : 1) dasar hukum access to
justice; 2) karakteristik perbankan syariah dan
nasabah, 2) Penyelesaian sengketa sebagai access
tijustice.
a. Dasar HukumAccess foJustice

Di Indonesia, telah terdapat beberapa
perundang-undangan terkait dengan access fo
justice bagi nasabah perbankan syarian. Beberapa
Undang-undang yang menjadi dasar bagi access fo
Justice antara lain sebagaimana dimuatdalam Tabel
1,2, dan 3dibawahini.

Keterangan
Kekuasaan Kehakaman,

Undang-undang

UU No. 14 Tahun 1970 jo.
UU No.35 Tahun 1999 jo.
UU No.4 Tahun 2004 jo.
UU No.48 Tahun 2009
UU No. 8 Tahun 2004

Ul No.49 Tahun 26009
UU No.7 Tahun 1992

UU No. 10 Tahun 1998
UU No.8 Tahun 1999

UU No.30 Tahun 1999

Peradilan Umum
Perbankan

Perlindungan Konsumen
Arbitrase dan Altematif
Penyelesaian Sengheta

Tabel 1. Undang-undang Terkait Access to Justice (Umum)

Sedangkan, Undang-undang yang bersifat khusus,
sementaraini hanya dua, sebagaimana pada Tabel 2.

Undang-undang Keterangan

UU No. 7 Tahun 1989 jo.
UU Neo. 3 Tahun 2006 jo.
UU No. 50 Tahun 2009

UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah
Tabel 2. Undang-undang Terkait access to justice (Khusus)

Peradilan Agama

UUPS bagi perbankan syariah di Indonesia
merupakan landasan hukum utama. Terkait dengn
konteks kajian ini, ialah pada Bab XI tenta@)
Penyelesaian Sengketa, Pasal 55 UUPS. (1)

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan PA.
(2) Dalam hal para pihak telah memperanjikan
penyelesaian sengketa selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) Penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Shariah.
Selanjutnya terkait erat dengan Penjelasan UUPS,
khusus bagi Ayat (2). Menyatakan bahwa yang
dimaksudkan dengan penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai dengan isi akad meliputi: a.
musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
atau institusi arbitrase lain; danfatau; d. melalui
pengadilan dalamlingkungan PU.

Peraturan perundangan lainnya yang dmaksud
adalah semua jenis ketentuan yang berkait atau
ditujukan untuk mengatur sengketa nasabah
perbankan syariah. Beberapa diantaranya, seperti
terdapat dalam Tabel 3 di bawah.

Peraturan Teknis
SEMANo. No. 2 Tahun 2008 Eksekusi atas putusan Basyarmas
SEMANo. No. 8 Tahun 2008 Kompilas: Hukum Ekonomi Syariah

Keterangan

PBI No. 7/7/PBI/2005 Pengadum Pengguna
I Nomor §/5PBI/2006 Mediasi Perbankan
I Nomor 1 0/1/PBI/2008
PBI Nomor/19PBI200]  Pelaksanzan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Tabel 3. Peratran Perundangan Terkat Access To Justics

Dari ragamnya peraturan perundangan terkait
dengan konteks kajian ini, menunjukkan
diperlukannya kajian yang mendalam dan terpadu
untuk menghasilkan model access fo justice dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah yang
tepat.

b. Penyelesaian Sengketa Sebagai Suatu

Access to justice

Keadilan adalah tujuan utama hukum.” Ini
berarti bahwa keadilan merupakan hal yang
dikehendaki dalam setiap permasalahan hukum.
Oleh karena itu, akses pada keadilan merupakan
suatu kesempatan yang ditawarkan kepada setiap

“Hadanah Sahamid, Junsprucent dan foon Undang-undang Dalam Kanfels Milaysia, Sweel 8 Maxwel Asia, Petalng Java, Setangor Malaysia, 2005, rim 177,
_Sakina ShaikAnmad Yeaoffdan Aziren AbdulAziz Akses Kopada Keadian dan Ponydesann Senghata Alornatl”, Kerisg Kavladalam Sermingr MACFEALs-7, EhahMam, 18Disember 2003,
" Sakina Shak Mmad Yesoff Konsummendan Akses Kepada Keadian: Matanisme Tebusugi Bag Sangketa Perdagangan, Kertas Kena SaminarKebangsaan MACFEA ke-6, Port Dicson, 25sepiemiber 201,
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orang untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks
ini Sakina" menyatakan akses pada keadilan adalah
satu pemyataan yang memberi gambaran keadilan
dapat dicapai melalui kaidah-kaidah dan ruang-
ruang tertentu. Dalam kesempatan lain pula, beliau
menyatakan akses keadilan sebagai proses atau
mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi
konsumen seperti berkaitan dengan pelanggaran
kontraktual dalem perdagangan.” Berdasarkan
pengertian tersebut, dalam konteks penyelesaian
sengketa nasabah perbankan Syariah, akses
kepada keadilan adalah jalur bagi nasabah
perbankan Syariah unfuk mendapatkan keadilan
sesuai dengan berbagai kepentingannya. Selain itu,
terdapat beberapa pandangan lain tentang frasa
'akses pada keadilan'. 'Akses' merupakan suatu
jalan atau jalan ke suatu tujuan yang diinginkan.
Dalam konteks ini, akses merupakan jalan yang
diperlukan secara mudah dan efektif untuk
mencapai keadilan. Namun demikian, mencari
maksud yang tepat untuk 'akses pada keadilan'
adalah tidak mudah.”

Akses pada keadilan adalah hak setiap orang,
mengingat keadian merupakan hak setiap orang.
Dalam upaya pemenuhan hak, diperlukan
perlindungan hukum, khususnya terhadap pihak
kedudukannya lemah dibandingkan dengan pihak
lainnya, seperti diantaranya nasabah. Kedudukan
lemah dalam konteks ini baik dari aspek ekonomi,
sosial maupun yang lainnya. Dengan demikian,
dalam konteks kajian ini, dapat dikatekan bahwa
penyelesaian sengketa perbankan syariah
merupakan salah satu bentuk access to justice, lebih
khusus lagi, berupa perlindungan hukum bagi para
nasabahnya.

B. Hasildan Pembahasan
1. Ciri-Ciri Access To Justice Perbankan
Syariah Berbasis Kebutuhan Dan Karakter
Nasabah
Kebutuhan khusus nasabah perbankan syariah
terkait dengan access fo justice merupakan bagian
dari konsekwensi filosofis comorate identity setiap
lembaga keuangan syariah. Guna memahami
kebutuhan khusus tersebut, perlu diketahui karakter
perbankan syariah. Hal mana, menjadi ciri pembeda
dengan perbankan konvensional.
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Ciri-ciri perbankan syariah, pada dasarnya
merupakan keungguan yang ditawarkan beberapa
diantaranya:

a. Berfilosofi Pada Kesetaraan dan keadilan.

Ekonomi syariah, mendasarkan konsepnya
pada nilai-nilai agama Islam yang berbasis
kesetaraan dan keadilan. Secara konseptual,
kesetaraan dan keadilan dalam konteks ini dapat
dijumpai khususnya dalam kedudukan antara
pemilik modal, bank dan penerima pembiayaan.
Dalam struktur hubungan bisnis dengan skim
mudharabah, maka kedudukan antara bank dengan
nasabah deposit adalah sama dengan ketika
nasabah bertindak sebagai pengelola modal
(mudharib). Kesetaraan dan keadilan konsep
perbankan Islam demikian membawa dampak
positif pada tingkat stabilitas bank terhadap
berbagai krisis keuangan dan perbankan yang
pemah melanda Indonesia dan bahkan dunia.

b. Penyaluran Dana Nasabah : Halal dan

Berbasis Sektor Riil

Pada sistem perbankan syariah, dana nasabah
dikelola dalam berbagai bentuk investasi dengan
tidak melanggar syariah. Invenstasi demikianlah
yang mengh@Bikan keuntungan halal. Kesadaran
terhadap filosofi 'kehalalan' demikian
menggerakkan bangkilnya paradigma dan konsep
ekonomi Islam dunia. Selanjutnya, 'ih' dari flosofi
lahirnya perbankan syariah demikian, tercermin
dalam bentuk corporate identity yang harus dijaga
terutama oleh bank demi terpenuhinya syariah
compliance, sejak pembualan produk,
pelaksanaannya, hingga jika terjadi sengketa.
Sdah satu indikasi investasi halal ialah jika berbasis
sektar riil. Hal demikian berdampak positif pada
semua pihak. Dampak positif berbasis sektor riil
antara lain : 1) menguntungkan semua pihak; 2)
Mendukung stabilitas perbankan syariah dari
berbagai goncangan nilai tukar dan fluktuisasi
bunga; 3) Penyerapan tenaga kerja dan mengurangi
angka pengangguran serta pemerataan
peningkatan pendapatan masyarakat.
c¢. Menjalankan dua fungsi Sebagai Baitul Maal

wa Baitu Tamwil.

Pada dasamya, konsep bank syariah adalah
menjalankan dua fungsi yaitu sebagai baitut tamwil
dan baitul maal. Fungsi baitut tamwil dilakukan
dengan berbagai usaha untuk mencari keuntungan.




Sedangkan fungsi baitul maal yaitu memobilisasi
dana sosial zakat, infaq dan shodagoh untuk
kesejahteraan umat manusia.
d. Mempunyai Institusi Pengawasan Aspek

Syariah

Perbankan syariah memiliki dua lembaga
pengawas, yaitu pengawasan umum dan khusus.
Pengawasan khusus ini dimaksudkan untuk
memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah
sesuai prinsip syariah atau memenuhi aspek syariah
complience. Pada dasarnya, pengawzasan syariah
merupakan konsekwensi dari corporate identity
setiap lembaga keuangan syariah. Pelaksana
pengawasan aspek ini ialah Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang kedudukannya dalam struktur
kelembagaan, setara dengan komisaris. Pola
demikian pada dasamya bukanlah bentuk ideal bagi
fungsi pegawasan, namun setidak-tidaknya, secara
internal, setiap bank syarah memiliki pengawasan
syariah internal, sebagaimana pengawasan umum
internal komisaris. Salah satu mekanisme menjaga
kualitas pengawasan syariah ini idah adanya
persyaratan rekomendasi dari Dewan Syarnah
Nasional (DSN) -Majelis Ulama Indonesia (MUI),
sebelum dilakukannya feet and proper test cleh
BI/OJK. Meskipun demikian, efektifitas model
pengawasan berapis demikian, masih perlu diuji.
Pengawasan efektif berpengaruh terhadap
kesehatan perbankan dankepercayaannasabah.

Dari paparan tersebut di atas, maka secara
filosofis dapat diketahui beberapa ciri khusus yaitu :
1) dalam konsep dan penerapan kagiatan
perbankan syariah, sekaligus merupakan
keunggulan, yang diakui oleh para pakar ekonomi;

2) kekhususan pengawasan aspek syariahnya.
Kedua kekhususan tersebut, tentu juga berlaku
dalam hal penyelesaian manakala terjadi sengketa.
Secara lebih detail, guna memastikan bahwa suatu
penyelesaian sengketa perbankan syariah telah
memenuhi prinsip-prinsip syariah ialah apabila:™ 1)
Para pengendali sengketa (hakim, arbiter, mediator,
pengacara), mempunyai pemahaman mencukupi
tentang filosofi dan konsep lembaga keuafan
syariah; 2) Hukum materiil yang dirujuk, tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
Perrf@salahannya, di Indoresia riisih sangat
terbatas upaya dilakukannya harmonisasi
®rundangan dengan prinsip-prinsip syarish; 3)
Mekanisme penyelesaian sengketa, tidak
bertentangan dengan syariah.

2. Konsep dan Pelaksanaan Access To Justice
Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia
sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012

Terkait dengan perlindungan 'hak spiritual’ dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah, di
bawah ini dimuat ikhisar pelaksanaannya pada
lembaga Peradilan Agama dan Peradilan Umum,
sejak awal hingga pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomar 93/PUU-X/2012. Lembaga
penyelesaian sengketa dengan mekanisme di luar
pengadilan, sengaja tidak dbahas, mengingat tidak
terdapat perubahan signifikan dari peroide ke
periode lainnya.

“Badanah Sahamid, Juns prudens dan Teor MWMM&M}@& Sweet & Maxwell Asia, Petalng Jaya, Sefangor Malaysia, 2005, Him 177.
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No Periode Peradilan Agama Peradilan Umum
1
1993-2003 " . Karena belum ada aturan hukum
Awal LKS - Fatwa Beert chrinkan Karanatidak tentang kompetensi absolut sengketa
DSN adaiaden iiumoys erbankan syarigh, maka secara
P ¥ :
bori,dnAkankePU.
Hakim dan pengacara tidak
mempunyai kompetensi muamalah.
Tidak mempunyai rujukan khusus uniuk
sengketa perbarkan syariah.
2 2003 - 2008 @ Belumdigunakan karena tidak Karzna belum ada aturan hukum tentang
Fatwa DSN-UU PA | adalandasan hukumnya kompetensi absolut sengketa perban
kan syarizh, maka secarateari, diajukan ke
PLI.
Hakim dan pengacara tidak
mempunyai kompetensi muamalah.
Tidak mempunyai rujukan khusus
untuk sengketa perbankan syariah
3 2006 - 2008 PA mulai mempersiapkan | Setelan UU PA 3/2008, memberikan
UU PA -UUPS jejaranrya dengan berbagai program | tambahan kewenangan baru bagi PA
yang mendukung penyelesaian sengketa | untuk menyelesaikan sengketa
ekonomi syariah. perbankan syariah.
Persepsi masyarakat terhadap PA
sebagal peradilan bidang keluarga
masih sangat kuat.
Sudah terdapat kasus yang masuk
ke PA, meski sedikit”®
Dibuat Perma No. 2/2008 tentang
Kompilasi Hukum Ekonemi Syarish
4 2008 - 2013 Adanya dualisme kompetensi I';'Iasklpun Py "”””"?‘pa‘ kewenarigan
UU PS —Putusan MK | absolut dalam penyelesaian an mem.fel_esalkan SEM RIS
ngketa parbamkart syatiah; perbarkan syariah, namun BADILUM
S5 B b b RS v < fidak mempunyai program  tertentu
hingung, karena ketidakpastian hukum itk yskSmalan. kensrangan
L 3 tersebut. Dengan demikian, PU tidak
memberikan perlakuan khusus atau
Sebagian industri perbankan yang memperhalikan ‘hak spirtual’
belum yakin dengan kompetensi nasabah perbankan syarih.
hakim PA. mengajukan proses ke
PN. Sedangkan sebagian tetap ke PA.
512013 Karena MK mengembalikan Tidak ada kebijakan khusus, seperti
Putusan MK kompetensi absolut pada PA, sosialisasi putusan MK
maka usaha BADILAG dengan
seluruh jajarannya semakin kuat
melayakkan diri menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah.
Dilakukan dengan pening katan
intersitas sosialisasi dan pelatihan
keusngan syarish, serta perluasan
kerjasama dengan OJK dan MA.
6 2.0 1 4 Sebaglan perbankan syariah I;.fang Meskinun telah ada: putsan MK
Pasca Putusan yakin dengan kompetensi hakim i mecosTalian aminatEnd
MK Pa, serta memperhalikan syariah sengketa perbarican syariah ke PA
complience dan taal hukum, tetap i

Tabel 4. Access to justice bagi Perbankan Syariah melalui Paradilan di Indonesia

2006, Easl China Lniversity of Paliticand Law, Shangha, China,

'Rofoh Satyewati, Sakira Shaik Ahnod Yusof, Noor [nayah Yaked, Jasn Kamal, Asea Kopada Keadilen KenaumenPerbanken laiam: laudan Pany el wa, Proaiding egalConfarence 2041 {ILCHOT1),
Collage Cf Law, Government and internationai Sudies Universitl Utara Maiaysia, Kedah Malaysia, 1920 November 2011, him323-326.

“Tanhu 2007, stngheta parbankan syanah d P4 Padang
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Dikaitkan dengan konteks kajian ini, access fo
Justice yang dilaksanakan melalui peradilan agama
saat ini tidak mempunyai permasalahan signifikan
dari aspek perindungan 'hak spiritual. Beberapa
fakta yang mendukung : 1) Secara kelembagaan, PA
mempunyai kompetensi absolut yang kuat berdasar
Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas HukumNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama (UUPA), dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012 dikeluarkan tanggal 29
Agustus 2013; 2) Hakim yang menangani sengketa
perbankan syariah di PA telah dipersiapkan secara
khusus melalui berbagai program pendidikan hingga
mekanisme sertifikasi. Hingga kini terdapat lebih
dari 300 hakim bersertifikasi ekonomi syariah; 3)
Peradilan Agama telah memiliki hukum materiil yang
digunakan untuk dasar pertimbangan hukum dalam
proses pengambilan putusan hakim berupa
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berdasar
PERMA No. 0Z Tahun 2008. Sedangkan
pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui
Peradilan Umum, masih terdapat beberapa
permasalahan yuridis dari perspektif perindungan
'hak spiritual'. Satu contoh kasus, sebagaimana
diringkas dalam Tabel 5.

No Kasus Respon Peradilan/Pandangan Hakim

1 | Perkara No. 116/PdL.G/

Majelis hakim dalam perimbangn hukumnya
2009PN . SMG - 9 i

menystakan “..maka majelis barpandapat
perselisinan yang terjadi dalam perara ini
antarg Pengaungal  dan Tergugat | adaiah
berkisar pada masalah pedanjian kredit
sebagaimana leruang dalam...’. Semznlara
dalam akla peganjian kasus tersebut terdapat
klausula arhitrase'yang memberikan
kewerangan kepada BASYARNAS unluk
menyelesaikan sengketa maks majelis
hakim menolak menyelesaikan kasus ersabul,

2 | Perkara Mo, 224/
Pt GI2011/PR.ENG

Dédam kasus yang sama, tetapi nomor perkara
berbeda, selelah ferdapat putusan dari
BASYARNAS Majeis Hakim bemendapat
bamvaantara Penggugat dan Terpugal tidak ada
persebsihan/sengketa, namun yang teradi
adalah cidera jarj kelaalan dan Penggugat
atas pelaksanaan Akia No. 4 yeng dimaksud.
Dan oleh karenanys, Majelic Hakim
memuiuskan dan meayalaka bahwa Pulusan
yamas yang dmaksud, merupakan pulusan
EksekutabelHakim menyalakan secara
berulang tentang “..kKeputusan
musgyarakah adalah bergifat final dan banding...”

3 | Perkara Na. 223 .Pdt/
Z012/FT.5mg {barding),
dan Mo, 307 1K/Pdy2013
{kasas)

Membarnkan pulusanyang pesis sama dengan
putusen fingkat sebelumnya dan dengan
petimbanganhukam yangsingkat,

Tabel 5. Kasus Penyelesaian Sengketa Peankan Syariah Melaki PN

Dari beberapa bentuk respon dan pandangan
hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan
syariah melaui PU, terdapat permasalahan bahwa
Majelis Hakim PN tidak konsisten dan keliru
memahami pengertian 'sengketa’ pada kasus yang
sama. Hal ini menyebabkan timbulnya putusan yang
tidak tepat. Selanjutnya, putusan tersebut termnyata
tidak mendapatkan perhatian dan koreksi dalam
pemeriksaan di tingkat Banding, hingga kasasi. Hal
emikian mengesankan tidak menjawab beberapa
permasalahan dan rasa keadilan, serta
mengabaikan prinsip-prinsip hukum umum dan
hukum Islam. Sementara, sesungguhnya, guna
Elemenuhi Ayat (3) Pasal 55 UUPS, maka PN harus
dapat memastikan bahwa persidangan
penyelesaian sengketa bank syariah dengan
nasabahnya ini, sesuai dengan syariah. Dalam
rangka memenuhi hal tersebut, maka sekurang-
kurangnya, Majelis Hakim harus menguasai hukum
ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan
perbankan syariah, serta memastikan rujukan atau
referensi yang dipergunakan sebagai dalil dan dasar
putusan, sesuai dengan dan atau tidak bertentanga
dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian,
berbagai argumen atau dalil yang dipergunakan
oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,
yang tidak selaras dengan syariah, seharusnya
diabaikan.

Terkait dengan permasalahan di atas, Putusan
MK Nomor 93/PUU-X/2012, pada dasarnya
memberi perlindungan terhadap ‘hak spiritual'
dengan mengembalikan kewenangan penyelesaian
sengketa perbankan syariah kepada PA. Hal ini
merupakan konsekwensi filosofis dan yuridis dari
perbankan syariah yang berbasis prinsip-prinsip
hukum Islam. Namun demikian, sampai pada tahap
ini, perlindungan 'hak spiritual yang dimaksud juga
belum efektif, mengingat masih terdapat proses
penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui
peradilanumum, pasca Putusan MK tersebut.

C.Simpulandan Saran
Dari uraian diatas, dapat diambil simpulan :

1. Ciri-ciri perbankan syariah berasis kebutuhan
dan karakter nasabah ialah diperhatikannya

“Uiputan Khugus : Sengheta Ekonomi Syariah : Bublik Parcaya Pesmdian Agama, MajatahPeraditan Agama Edis 4, Juli 2014, him 22,
Hass meiibatkan BNI Syariah di wiayah hukun P Yogyakana dan Subokano diajukar dan sedangdatam diproses persidangan. Hasl wawancara dengan pradisi pertankan syariah, Yogyakaria, & Okicber
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*hak spiritual”. Dalam konteks access fo justice,
maka penyelesaian sengeta dilakukan sesuai
syariah. Hal tersebut dapat dipenuhi setidak-
tidaknya melalui 3 (tiga) syarat : a)
hakim/arbiter/mediator berkompetens dalam
muamalah; b) menggunakan rujukan baik
proses maupun pertimbangan tidak
bertentangan dengan syariah; c)
diselenggarakan secara prosedur dan oleh
lembaga yang tepat. Hal tersebut merupakan
karakter khusus vang dimiliki cleh industri
perbankan syariah sesuai dengan falsafah
pendiriannya.

2. Pada dasarnya access to justice bagi

penyelesaian sengketa perbankan syariah di
Indonesia, secara konseptual telah ada
perkembangan ke arah positif. Namun
demikian, dalam pelaksanaannya, masih
terdapat faktor ketidakpatuhan terhadap hukum,
berupa pelangaran terhadap Putusan MK
Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengembalikan
kompetensi absolut kepada PA. Dengan
demikian, maka perlindungan kebutuhan
nasabah berupa 'hak spiritual' dalam access to
justice, belum efektif penegakannya.
Terkait dengan simpulan di atas, maka
rekomendasi yang dihasilkan dari kajianiniialah
mengingat belum efektifnya perlindungan 'hak
spiritual' sebagaimana dimaksud, maka
diperlukan campur tangan dari beberapa pihak
terkait. Keterlibatan OJK, Mahkemah Agung
(MA), kesadaran dari inslitusi perbankan
syariah sendir, melalui para pergacara dan
notarisnya, serta kajian-kajian para akademisi
sangat utama dalam hal ini. Pada dasarnya
perlindungan 'hak spiritual' hanya dapat berhasil
jika dilakukan secara terpadu cleh semua pihak
terkait.
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